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Nama Mata Kuliah  : Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik 

Kode Mata Kuliah/SKS  : 176PP01145 / 3 SKS 

Semester : V (Lima) 

Status Mata Kuliah  : Pilihan Program Studi (Konsertasi Kebijakan Publik) 

 

Mata kuliah ini mengajarkan keterampilan melakukan advokasi kebijakan 

publik, menganalisis isu-isu kebijakan dan membuat perubahan serta solusi 

untuk permasalahan kebijakan secara sistematik dengan menggunakan 

prinsip-prinsip komunikasi dan teknik-teknik advokasi kebijakan publik. 

Secara khusus mata kuliah ini dirancang untuk memudahkan para pembaca 

agar mereka dapat memahami pentingnya melakukan advokasi sebagai 

sarana mewujudkan perubahan kebijakan dalam pembangunan yang 

diharapkan masyarakat. Pemahaman terhadap advokasi kebijakan yang 

strategis, diawali dengan pemahaman tentang konteks ruang lingkup 

kebijakan publik, proses dan unsur komunikasi kebijakan, peran komunikator 

dalam kebijakan, segala bentuk dan teknik komunikasi efektif.  Diperdalam 

dengan pemahaman advokasi, dan prinsip advokasi agar para pembaca 

mampu menilai kekuatan dan kelemahan organisasi untuk melakukan 

advokasi; mengetahui berbagai pendekatan dalam mengorganisir dan 

membangun advokasi; mampu mengidentifikasi isu kebijakan dan 

menganalisis strategi yang tepat untuk mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan di dalam berbagai lingkungan. Dan pada bagian akhir mampu 

menyajikan analisis dan membuat Case Study Advokasi Kebijakan dengan 

sajian policy brief. 
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RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK 

 
Kebijakan selalu menjadi sebuah menjadi pembahasan yang selalu 

dipertanyakan, baik itu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah maupun 

yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi sektor publik (Nur & Guntur, 

2019). Masyarakat kerap berdiskusi atau mengkritisi berbagai permasalahan 

kebijakan, seperti kebijakan zonasi yang menimbulkan kontroversi di 

masyarakat, sistem distribusi beras murah yang belum mencapai tujuannya, 

serta permasalahan yang ada tanpa disadari juga merupakan dampak dari 

kebijakan. Pembahasan mengenai kebijakan selalu aktif di masyarakat, 

bahkan terus menjadi sorotan, dan diskusi-diskusi tersebut muncul dalam 

rangka pengambilan kebijakan yang baik dan benar. Mengingat hal tersebut, 

perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dan konsep kebijakan dan 

masyarakat itu sendiri. Dengan cara ini, perspektif yang berbeda dalam 

menjelaskan implikasi kebijakan dapat memunculkan paradigma baru. 

 

A. KEBIJAKAN PUBLIK 

1. Definisi Kebijakan 

Kebijakan yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah Policy. 

Policy dalam kamus Black Law Dictionary karya Henry Campbell Black (Suaib 

et al., 2022) bermakna: 
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PROSES DAN UNSUR  

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. KOMUNIKASI 

Secara etimologis, kata “communication” berasal dari bahasa Inggris 
communications. Biasanya kata "komunikasi" didefinisikan dan disebut 

"komunikasi" seperti itu, dan orang dapat mendeskripsikannya, meskipun 

tidak semuanya benar. 

Dikatakan bahwa kata berkomunikasi berasal dari bahasa latin 

communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti “genap”. Arti kata 
"sama" adalah sama. Ada pula yang menyebut komunikasi dari akar kata 

bahwa komunikasi berarti berbagi. Tegasnya dapat dibuktikan bahwa 

peristiwa komunikasi antara satu orang dengan orang lain terjadi dengan 

menggunakan bahasa yang sama dan menyepakati makna yang “sama”, 
meskipun keduanya mungkin berasal dari latar belakang sosial dan budaya 

yang berbeda. (Yusuf & Fahrudin, 2023). 

Definisi komunikasi telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Tidak ada 

satu definisi yang tunggal dan benar. Para pakar memberikan definisi 

berdasarkan pemahaman dan sudut pandang masing-masing bidang ilmunya. 

Misalnya Harlod D. Laswell (Laswell, 1948) pakar ilmu politik memberikan 

definisi singkat bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan apa, apa 
yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”. 
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PERAN KOMUNIKATOR  

DALAM KOMUNIKASI KEBIJAKAN 

 
A. KOMUNIKASI PERSUASIF 

Komunikasi Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah 

atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga 

bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada 

umumnya sikap-sikap individu/kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri 

dari tiga komponen, yaitu: 

 

 

 

Ilustrasi Kognitif:  

Pertanyaan: Apa yang ingin diketahui dalam ilustrasi berikut ini? 
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LEVEL KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK 

 
A. KOMUNIKASI INTRA PERSONAL 

Bentuk komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang 

terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi 

dengan diri sendiri. Terjadinya proses disini karena adanya seseorang yang 

memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbesit dalam 

pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, 

peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang 

terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang (Cangara, 2007:30). 

Mampu berdialog dengan diri sendiri berarti mampu mengenal diri 

sendiri. Dengan berkomunikasi dengan diri sendiri sehingga dapat berfungsi 

secara bebas di masyarakat. Belajar mengenal diri sendiri berarti belajar 

bagaimana kita berfikir dan berasa dan bagaimana kita mengamati, 

menginterprestasikan dan mereaksi lingkungan kita. Sebab itu untuk 

mengenal diri pribadi, kita harus memahami komunikasi intrapribadi. 

Melalui komunikasi intrapribadi kita berbicara dengan diri sendiri, 

mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri tentang ini dan itu, 

mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diambil dan 

menyiapkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. 
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TEKNIK-TEKNIK KOMUNIKASI 

 
H. A. W. Widjaja (2002: 67) yang mengatakan bahwa Komunikasi persuasi 

ini tidak lain daripada suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar 

publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator 

dengan membujuk tanpa memaksanya/tanpa kekerasan. 

 Kampanye 

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian 

kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk 

menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara 

berkelanjutan dalam periode tertentu. 

 Publisitas 

Merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas 

tentang produk/jasa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan 

perusahaan/organisasi. Publisitas dapat menghasilkan image. Publisitas 

biasanya dilakukan melalui hubungan dengan pers (media). 

 Lobby 

Lobi merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau 

mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya 

hubungan baik antara kedua belah pihak. 

 Komunikasi Perintah 

Teknik komunikasi instruktif adalah penyampaian pesan komunikasi 

dikemas sedemikian rupa sehingga pesan itu dipahami sebagai perintah 

yang harus dilaksanakan. 
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ADVOKASI KEBIJAKAN 

 
A. ADVOKASI 

 

 

 

Ada pemahaman bahwa advokasi sering dikait-kaitkan dengan lembaga 

bantuan hukum yang mana di dalamnya melibatkan advokat. Ada pula 

dengan para ahli hukum yang berwenang yang berguna untuk melakukan 

advokasi.  Definisi advokasi berasal Bahasa Belanda yaitu advocaat atau 

advocateur yang berarti pengacara atau pembela, oleh karenanya istilah 

advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris kata advokasi mempunyai definisi sebagai to advocate, yang 

mempunyai definisi tidak hanya membela (to defend), melainkan juga dapat 

berarti mengemukakan atau memajukan (to promote), menciptakan (to 

create) dan melakukan perubahan (to change). 
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PRINSIP POKOK ADVOKASI 

 
A. TUJUAN ADVOKASI 

Tujuan advokasi sebenarnya melakukan perubahan, dengan demikian 

akan selalu muncul resistensi, oposisi dan atau konflik, tidak ada faktor 

tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Beberapa prinsip dapat 

dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses. Agar tujuan 

advokasi berhasil, tujuan umum harus dipersempit sampai pada tujuan 

Advokasi yang didasarkan jawaban terhadap pertanyaan: 

• Dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama 

membentuk koalisi yang kuat? 

• Apakah tujuan mungkin tercapai? 

• Apakah tujuan benar-benar menangani masalah? 

 

Tujuan dari advokasi kebijakan publik adalah untuk mendapatkan 

komitmen pembelaan dan pendampingan untuk menjamin hak-hak 

konstitusional seseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Lebih 

Lanjut, dalam kegiatan pemerintahan hak konstitusional seseorang 

masyarakat dapat berbentuk relasi kekuasaan antar aktor institusional 

berupa munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Wahyudi (2008: 27) 

menyebutkan lima tujuan advokasi kebijakan: 
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ADVOKASI TERPADU DAN  

IDENTIFIKASI ISU KEBIJAKAN 

 

 

A. TUJUAN  

Memilih Tujuan Advokasi 

Agar tujuan advokasi berhasil, tujuan umum harus dipersempit sampai 

pada tujuan Advokasi yang didasarkan jawaban terhadap pertanyaan: 

• Dapatkah masalah ini mengajak berbagai kelompok bersama-sama 

membentuk koalisi yang kuat? 

• Apakah tujuan mungkin tercapai? 

• Apakah tujuan benar-benar menangani masalah? 
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CASE STUDY ADVOKASI  

KEBIJAKAN DAN POLICY BRIEF 

 
Case study advokasi kebijakan bisa dilihat dari dua sisi. Ada best practice 

and bad practice. Sehingga kasus kebijakan tidak hanya fokus ke sisi negatif 

saja, walaupun dalam hakikat riset kebijakan memiliki tujuan yang memiliki 

ciri untuk menjawab atas segala permasalahan publik. 

Dalam hal menelaah kasus kebijakan publik, maka kegiatan kebijakan 

publik perlu adanya model penelitian yang relevan dalam membuat kebijakan 

publik. adapun model riset kebijakan publik bisa melalui: 

1. Studi Kasus merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi perilaku para individu maupun kelompok 

melalui rekaman dan informasi berdasarkan individu atau kelompok 

sekitar untuk memperoleh data yang akurat. 

2. Eksperimen lapangan merupakan upaya penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan bukti mengenai dampak implementasi perubahan 

kebijakan dan mengontrol serta mengevaluasi perubahan kebijakan 

setelah diimplementasikan. 

3. Analisis biaya manfaat merupakan sebuah kegiatan penelitian yang 

mengaitkan metode yang digunakan oleh peneliti dalam membandingkan 

biaya dan manfaat untuk masyarakat dalam memilih alternatif kebijakan. 

Analisis ini berguna untuk menganalisis masalah sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan isu- isu kebijakan lainnya. 
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